
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Larangan Pembatasan Kuantitatif menurut GATT/WTO 1994 adalah 

hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif bea masuk. Yakni 

larangan dan pembatasan proteksi terhadap produk domestik melalui 

pembatasan kuantitatif seperti pengenaan kuota impor dan ekspor, 

pembatasan lisensi impor atau ekspor, pembatasan ekspor sukarela dan 

alat lain yang dapat mempengaruhi jumlah ekspor maupun impor. Prinsip 

ini telah diatur dalam Article IX GATT 1947, yang menghendaki 

transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan 

internasional. Hal ini disebabkan karena praktik demikian mengganggu 

praktik perdagangan yang normal. Namun, Prinsip hambatan kuantitatif 

dapat dikecualikan dari prinsip penghapusan hambatan kuantitatif dengan 

beberapa alasan negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran 

diijinkan untuk membatasi impor dengan cara kuota (Article XII-XIV 

GATT 1947), karena industri domestik negara pengimpor mengalami 

kerugian yang serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka 

negara itu boleh tidak tunduk pada prinsip ini (Article XIX GATT 1947). 

Serta demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan 

nasional negara pengimpor, negara tersebut diizinkan untuk membebaskan 



 

diri dari kewajiban tunduk pada prinsip ini (Article XX dan XXI GATT 

1947). 

2. Ratifikasi UU No. 7 tahun 1994 mengenai Pengesahan Agreement 

Establishing The World Trade Organization terkait persetujuan untuk 

terikat dengan perjanjian. Indonesia sebagai salah satu anggota 

perdagangan dunia harus memenuhi segala ketentuan yang telah 

disepakati, termasuk melakukan perubahan, baik terhadap instrumen 

hukum maupun kebijaksanaan pembangunan dibidang perdagangan. 

Impelentasi Peraturan Menteri No. 22 tahun 2022 terkait pelarangan 

serta pembatasan ekspor minyak sawit mentah (CPO) bertentangan 

dengan prinsip dan aturan GATT/WTO 1994 yang melarang 

penerapan pembatasan kuantitatif. Dimana penetapan serta 

pelaksanaan dalam prinsip tersebut dapat dilakukan dengan alasan: 

Pertama, untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial dinegara 

pengekspor; Kedua, untuk melindungi pasar dalam negeri khususnya 

yang menyangkut produk pertanian dan perikana; Ketiga, untuk 

mengamankan, berdasarkan escape clause (Article XIX GATT), 

meningkatnya impor berlebihan (increase of impor) didalam negeri 

sebagai upaya untuk melindungi, misalnya terancamnya produksi 

dalam negeri; Keempat, untuk melindungi neraca pembayaran (luar 

negerinya) (Article XII). 

 

 

 



 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pembahasan dan 

kesimpulan diatas adalah: 

1. Bahwa konsepsi perdagangan internasional adalah dengan mereduksi 

hambatan dalam perdagangan seminimal mungkin kiranya melalui 

organisasi perdagangan internasional (WTO) dapat semakin membuka 

peluang perdagangan internasional menuju perdagangan yang tanpa 

hambatan namun tidak melupakan perlindungan terhadap negara 

berkembang maupun negara terbelakang. 

2. Kiranya perdagangan internasional yang tidak dapat dihindari kemudian 

menuntut pengaturan yang dapat diterima oleh semua negara serta pelaku 

perdagangan dalam negeri dalam kaitannya terhadap prinsip larangan 

hambatan kuantitatif hendaknya pemerintah dapat secara peka dan awas 

akan praktik perdagangan internasional di Indonesia untuk secara bijak 

kemudian dapat menerapkan pembatasan kuantitatif yang diperlukan 

sesuai aturan yang ada. 

3. Masuknya Indonesia sebagai bagian dari WTO hendaknya dapat semakin 

menunjang peningkatan mutu dan kualitas perdagangan internasional di 

Indonesia seperti dilihat dari aspek regulasi yang baik teratur sehingga 

dapat mendorong peningkatan kegiatan perdagangan internasional di 

Indonesiaserta dengan melakukan harmonisasi regulasi perdagangan 

internasional berdasarkan perjanjian internasional bidang perdagangan 

yakni GATT/WTO dengan hukum nasional. 
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